
SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 100.3.3.1/509/2025

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TERINTEGRASI

PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2025

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Ayat

(2) dan Pasal 14 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada humf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Gubemur Kalimantan Utara tentang
Standar Pelayanan Dan Standar Operasional Prosedur
Terintegrasi Perizinan Dan Nonperizinan Pada Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025;

: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tamhahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Menimbang

Mengingat

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Peraturan Perundang-undanganPembentukan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakliir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
L^m.baran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 5362);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)



sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang
Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia NOmor 6330);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6618);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025

Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 7115);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun

2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1956);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021
tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2021 Nomor 885);

11. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 61
Tahun 2025 tentang Penilaian Maladministrasi

Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 260);

12. Peraturan Daerah FTovinsi Kalimantan Utara Nomor 3

Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Utara Nomor 3 Tahun 2018, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor

11);

13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 14

Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 14);



MEMUTUSKAN ;

: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG STANDAR

PELAYANAN DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

TERINTEGRASI PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN UTARATAHUN 2025.

: Standar Pelayanan Dan Standar Operasional Prosedur
Terintegrasi Perizinan Dan Nonperizinan Pada Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 yang selengkapnya

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II

Keputusan ini.

: Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:

a. Sektor Pendidikan:

1. Izin Pendirian dan Operasional Satuan Pendidikan

Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat

(SMA);

2. Izin Pendirian dan Operasional Satuan Pendidikan
Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat
(SMK);

3. Izin Pendirian Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta.

b. Sektor Sosial:

1. Izin Pengangkatan Anak Antar WNI;

Menetapkan

KESATU

KEDUA

2. Izin Tanda Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan
barusSosial (LKS)/Yayasan/LSM yang

dilampirkan.

c. Sektor ESDM;

1. Rekomendasi Penetapan Wilayah Usaha

Penyediaan Tenaga Listrik di Kalimantan Utara;

2. Persetujuan Wilayah Usaha Pertambangan.

d. Sektor Kesbangpol;

Surat Keterangan Penelitian.

: Keputusan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

KETIGA

Ditetapkan di Tanjung Selor

pada tanggal 28 Agustus 2025

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Pit. Kepala Biro Hukum

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

RADIAH BT YOLOHIO,S.H.,M.AP.
NIP. 19731002 200604 2 012



SALINAN

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 100.3.3.1/509/2025
TENTANG

STANDAR PELAYANAN DAN STANDAR

OPERASIONAL PROSEDUR TERINTEGRASI

PERIZTNAN DAN NONPERIZINAN PADA DINAS

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN UTARA

TAHUN 2025

STANDAR PELAYANAN IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SATUAN

PENDIDIKAN FORMAL YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT (SMA)

NO KOMPONEN URAIAN

Izin Pendirian Dan Operasional Satuan
Pendidikan Formal Yang Diselenggarakan Oleh
Masyarakat (SMA)

denis Layanan1.

Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang

Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

Dasar Hukum2.

1) Surat permohonan bermaterai RP. 10.000 yang
ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov.
Kalimantan Utara;

Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB);

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Penanggung Jawab;

Fotocopy nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) a.n
Yayasan;

Fotocopy Dokumen Akta Pendirian atau AD/ART
Lembaga/Yayasan;

Basil Studi Kelayakan :

a. Basil studi kelayakan tentang prospek
pendirian satuan pendidikan formal dari segi
tata ruang, geografis dan ekologis;

b. Basil studi kelayakan tentang prospek
pendirian satuan pendidikan formal dari segi
prospek pendaftar, keuagan, sosial dan
budaya;

c. Data mengenai perimbangan antara jumlah
satuan pendidikan formal dengan penduduk
usia sekolah di wilayah tersebut;

d. Data mengenai perkiraan jarak satuan
pendidikan yang diusulkan diantara gugus
satuan pendidikan formal sejenis;

e. Data mengenai kapasitas daya tampung dan
lingkup jangkauan satuan pendidikan formal
sejenis yang ada;

f. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk
kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk
1 (satu) tahun akademik berikutnya;

2)

3)

4)

5)

6)

3. Persyaratan



g. Dokumen hak atas tanah dan bangunan
satuan pendidikan atas nama penyelenggara
sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku

7) Data isi pendidikan;

8) Data jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga
kependidikan;

9) Data sarana dan prasarana pendidikan;

10) Data pembiayaan pendidikan;

11) Data sistem evaluasi dan sertifikasi;

12) Data manajemen dan proses pendidikan;

13) Rekening atas nama satuan pendidikan.

Persiapan Dokumen (mempersiapkan dokumen
syarat-syarat yang diperlukan)

Pendaftaran Online Perizinan Sistem Online

Kalimantan Utara (PESONA) (Daftar akun
PESONA melalui laman

https: / /pesona.kaltaraprov.go.id)

Pengisian Data Perusahaan dan Data Teknis

Upload Dokumen Berkas Persyaratan Izin

Verifikasi Awal Kelengkapan Dokumen
Administrasi Permohonan (dilakukan oleh
petugas front office), jika ya diteruskan ke back
office dan jika tidak dikembalikan ke pemohon
(perbaikan / ditolak)

Menerima Perizinan (staf back office melakukan
entry data permohonan pertimbangan teknis)

Melakukan Verifikasi Akhir Draft Surat

Permohonan Permintaan Pertimbangan Teknis

Melakukan Persetujuan Draft Surat
Permohonan Permintaan Pertimbangan Teknis

Verifikasi OPD Teknis (akan diterbitkan
pertimbangan teknis dan diserahkan ke bagian
umum sekretariat DPMPTSP untuk disposisi)

10) Menerima Pertimbangan Teknis dari OPD dan
Diserahkan pada Kepala Dinas untuk Disposisi

11) Melakukan Disposisi Surat Pertimbangan Teknis
untuk Diserahkan ke Staf Back Office

12) Menenma Lembar Disposisi dan Surat
Pertimbangan Teknis untuk Diproses (draft
naskah izin/draft surat penolakan)

13) Melakukan Persetujuan Draft Naskah Izin atau
Draft Surat Penolakan

14) Validasi Akhir Naskah Izin atau Surat Penolakan

15) Pemohon Menerima Naskah Izin atau Surat
Penolakan

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Prosedur4.
8)

9)



21 hari keija (OPD Teknis) + 5 hari keija
(DPMPTSP)

5. Waktu Pelayanan

Rp. 0,- (Gratis)6. Biaya/Tarif

Izin Pendirian Dan Operasional Satuan
Pendidikan Formal Yang Diselenggarakan Oleh

Masyarakat (SMA)

Produk7.

Pengaduan langsung:

Kantor DPMPTSP Provinsi Kalimantan Utara

jalan Rambutan, Gedung Gabungan Dinas 1,

Lantai 1, Bulungan Kalimantan Utara

Pengaduan tidak langsung;

:085352217708

Pengelolaan Pengaduan8.

a. Telp

b. Whatsapp : 085352217708

c. Web : dpmptsp.kaltaraprov.go.id

d. Instagram : dpmptspkaltaraprov

1) Ruang Pelayanan;

2) Banner;

3) Antrian elektronik;

4) Komputer;

5) Meja;

6) Kursi;

7) Kantin;

8) Ruang Konsultasi;

9) Ruang Menyusui;

10) Ruang bermain anak;

11) Ruang Layanan mandiri;

12) Ruang Perpustakaan;

13) Halaman parkir roda 2 dan roda 4;

14) Toilet;

15) Mushollah;

16) Jaringan Wlfi;

17) Tangga landai bagi difable;

18) Kursi roda bagi difable.

Sarana, Prasarana dan
Fasilitas

9.

1. Berpendidikan minimal SI;

2. Berpenampilan menarik (sen3mm, salam, sapa,
sopan dan santun);

3. Berperilaku baik (jujur dan dapat
mengendalikan emosi);

4. Memiliki skill komunikasi secara lisan dan

tertulis dengan baik dan teliti;

5. Menguasai Standar Operasional Prosedur
DPMPTSP;

10. Kompetensi Pelaksana



6. Memiliki Pengetahuan tentang perundang-
Undangan Terkait standar pelayanan dan
informasi publik;

7. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien;

8. Memiliki kemampuan keijasama tim;

9. Mampu mengoperasikan Komputer;

10. Memahami Penggunaan Aplikasi PESONA.

Kepala Dinas melakiikan pengawasan secara

periodik melalui rapat evaluasi dan rapat
sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap
penting;

Dilakukan langsung oleh Kepala Dinas melalui
CCTV aplikasi maupun aplikasi yang dapat

dipantau langsung di ruang keija Kepala Dinas;

Koordinator Penata Perizinan melakukan

verfikasi dokumen perizinan dan atau rapat tim

teknis SKPD serta melaporkan kepada Kepala
Dinas.

1,

2.

11. Pengawasan Internal

3.

Petugas Front Office, Back Office, PNS dengan
Jabatan Fungsional Penata Perizinan Ahli

Pertama, Ahli Muda dan Ahli Madya.

12. Jumlah Pelaksana

Diwujudkan dalam kualitas dan produk layanan
sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) serta
didukung oleh petugas yang berkompeten
dibidangnya dengan perilaku pelayanan yang
ramah, cepat, terampil dan sopan santun.

13. Jaminan Pelaksanaan

Surat Keputusan dibubuhi tandatangan
elektronik serta barcode sehingga dijamin
keasliannya.

Jaminan keamanan dan

Kesalamtan Pelayanan
14.

Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan
mimimal 1 kali dalam 1 tahun untuk selanjutnya
dilakukan perbaikan untuk menjaga dan
meningkatkan mutu serta kineija pelayanan.

Evaluasi Kineija
Pelaksana

15.



STANDAR PELAYANAN IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SATUAN

PENDIDIKAN FORMAL YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT (SMK)

URAIANKOMPONENNO

Izin Pendirian Dan Operasional Satuan Pendidikan
Formal Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat
(SMK)

Jenis Layanan1.

Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang

Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan

Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

Dasar Hukum2.

1) Surat permohonan bermaterai RP. 10.000 yang
ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov.
Kalimantan Utara;

2) Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB);

3) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Penanggung Jawab;

4) Fotocopy nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) a.n
Yayasan;

Fotocopy Dokumen Akta Pendirian atau AD/ART
Lembaga /Yayasan;

6) Basil Studi Kelayakan :

a. Basil studi kelayakan tentang prospek pendirian
satuan pendidikan formal dari segi tata ruang,
geografis dan ekologis;

b. Basil studi kelayakan tentang prospek pendirian
satuan pendidikan formal dari segi prospek
pendaftar, keuagan, sosial dan budaya;

c. Data mengenai perimbangan antara jumlah
satuan pendidikan formal dengan penduduk
usia sekolah di wilayah tersebut;

d. Data mengenai perkiraan jarak satuan
pendidikan yang diusulkan diantara gugus
satuan pendidikan formal sejenis;

e. Data mengenai kapasitas daya tampung dan
lingkup jangkauan satuan pendidikan formal
sejenis yang ada;

f. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk
kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1
(satu) tahun akademik berikutnya;

g. Dokumen hak atas tanah dan bangunan satuan
pendidikan atas nama penyelenggara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

7) Data isi pendidikan;

8) Data jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga
kependidikan;

9) Data sarana dan prasarana pendidikan;

10) Data pembiayaan pendidikan;

5)

3. Persyaratan



11) Data sistem evaluasi dan sertifikasi;

12) Data manajemen dan proses pendidikan;

13) Rekening atas nama satuan pendidikan;

14) Proposal bidang atau piogiain keahlian yang akan
ditambahkan;

15) Tersedianya sarana dan prasarana praktik yang
sesuai dengan kejuruannya;

16) Adanya potensi sumber daya wilayah yang
memerlukan keahlian kejuruan tertentU;

17) Adanya potensi lapangan kerja;

18) Adanya pemetaan satuan pendidikan sejenis di
wilayah tersebut;

19) Adanya dukungan masyarakat dan dunia
usaha/dunia industri yang dibuktikan dengan
dokumen tertulis dari masyarakat dan dunia
usaha/industri

1) Persiapan Dokumen (mempersiapkan dokumen

syarat-syarat yang diperlukan)

Pendaftaran Online Perizinan Sistem Online

Kalimantan Utara (PESONA) (Daftar akun PESONA.
melalui laman https: / /pesona.kaltaraprov.go.id)

Pengisian Data Perusahaan dan Data Teknis

Upload Dokumen Berkas Persyaratan Izin

Verifikasi Awal Kelengkapan Dokumen
Administrasi Permohonan (dilakukan oleh petugas
front office), jika ya diteruskan ke back office dan
jika tidak dikembalikan ke pemohon

(perbaikan/ditolak)

Menerima Perizinan (staf back office melakukan

entry data permohonan pertimbangan teknis)

Melakukan Verifikasi Akhir Draft Surat

Permohonan Permintaan Pertimbangan Teknis

Melakukan Persetujuan Draft Surat Permohonan

Permintaan Pertimbangan Teknis

Verifikasi OPD Teknis (akan diterbitkan
pertimbangan teknis dan diserahkan ke bagian
umum sekretariat DPMPTSP untuk disposisi)

10) Menerima Pertimbangan Teknis dari OPD dan
Diserahkan pada Kepala Dinas untuk Disposisi

11) Melakukan Disposisi Surat Pertimbangan Teknis
untuk Diserahkan ke Staf Back Office

12) Menerima Lembar Disposisi dan Surat
Pertimbangan Teknis untuk Diproses (draft
naskah izin/draft surat penolakan)

13) Melakukan Persetujuan Draft Naskah Izin atau
Draft Surat Penolakan

14) Validasi Akhir Naskah Izin atau Surat Penolakan

2)

3)

4)

5)

6)

7)

4. Prosedur

8)

9)



15) Pemohon Menerima Naskah Izin atau Surat
Penolakan

21 hari keija (OPD Teknis) + 5 hari keija
(DPMPTSP)

Waktu Pelayanan5.

Rp. 0,- (Gratis)Biaya/Tarif6.

Izin Pendirian Dan Operasional Satuan Pendidikan
Formal Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat
(SMK)

Produk7.

Pengaduan langsung;

Kantor DPMPTSP Provinsi Kalimantan Utara jalan

Rambutan, Gedung Gabungan Dinas I, Lantai I,
Bulungan Kalimantan Utara

Pengelolaan

Pengaduan
Pengaduan tidak langsung:

:085352217708

8.

a. Telp

b. Whatsapp : 085352217708

c. Web : dpmptsp.kaltaraprov.go.id

d. Instagram : dpmptspkaltaraprov

1) Ruang Pelayanan;

Banner;

3) Antrian elektronik;

4) Komputer;

Meja;

Kursi;

Kantin;

Ruang Konsultasi;

9) Ruang Menyusui;

10) Ruang bermain anak;

11) Ruang Layanan mandiri;

12) Ruang Perpustakaan;

13) Halaman parkir roda 2 dan roda 4;

14) Toilet;

15) Mushollah;

16) Jaringan Wifi;

17) Tangga landai bagi difable;

18) Kursi roda bagi difable.

2)

5)

6)

7)

8)

Sarana, Prasarana dan
Fasilitas

9.

1) Berpendidikan minimal S1;

2) Berpenampilan menarik (senyum, salam, sapa,
sopan dan santun);

3) Berperilaku baik (jujur dan dapat mengendalikan
emosi);

4) Memiliki skill komunikasi secara lisan dan tertulis
dengan baik dan teUti;

Kompetensi Pelaksana10.



5) Menguasai Standar Operasional Prosedur
DPMPTSP;

Memiliki Pengetahuan tentang perundang-

Undangan Terkait standar pelahyanan dan
informasi publik;

Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien;

Memiliki kemampuan keijasama tim;

9) Mampu mengoperasikan Komputer;

10) Memahami Penggunaan Aplikasi PESONA

6)

7)

8)

Kepala Dinas melakukan pengawasan secara
periodik melalui rapat evaluasi dan rapat sewaktu-

waktu dalam keadaan yang dianggap penting;

Dilakukan langsung oleh Kepala Dinas melalui

CCTV aplikasi maupun aplikasi yang dapat

dipantau langsung di ruang keija Kepala Dinas;

Koordinator Penata Perizinan melakukan

verfikasi dokumen perizinan dan atau rapat tim
teknis SKPD serta melaporkan kepada Kepala
Dinas.

1)

2)

Pengawasan Internal11.

3)

Petugas Front Office, Back Office, PNS dengan
Jabatan Fungsional Penata Perizinan Ahli Pertama,

Ahli Muda dan Ahli Madya.

12. Jumlah Pelaksana

sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) serta
didukung oleh petugas yang berkompeten

dibidangnya dengan perilaku pelayanan yang

ramah, cepat, terampil dan sopan santun.

Jaminan Pelaksanaan13.

Jaminan keamanan

dan Kesalamtan

Pelayanan

Surat Keputusan dibubuhi tandatangan elektronik
serta barcode sehingga dijamin keasliannya.

14.

Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan
mimimal 1 kali dalam 1 tahun untuk selanjutnya
dilakukan perbaikan untuk menjaga dan

meningkatkan mutu serta kineija pelayanan.

Evaluasi Kineija
Pelaksana

15.



STANDAR PELAYANAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) SWASTA

KOMPONEN URAIANNO

Izin Pendirian Sekolah Luar Biasa (SLB) SwastaJenis Layanan1.

Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang

Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan

Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

Dasar Hukum2.

1) Surat permohonan bermaterai RP. 10.000 yang
ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan 'Ferpadu Satu Pintu Prov.
Kalimantan Utara;

2) Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB);

3) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Penanggung Jawab;

Fotocopy nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) wilayah
Kalimantan Utara;

Salinan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

6) Fotocopy Dokumen Akta Pendirian atau AD/ART
Lembaga/Yayasan;

7) basil studi kelayakan pendirian sekolah;

daftar tenaga kependidikan sesuai ketunaan

(dilengkapi dengan fotocopy ijasah);

9) daftar tenaga non kependidikan (TU);

10) kurikulum/ program kegiatan belajar;

11) surat keputusan daftar penyelenggaraan sekolah
dari yayasan;

12) Rekening bank atas nama satuan pendidikan;

13) data sarana dan prasareina pendidikan sesuai
dengan jenis ketentuan.

4)

5)

3. Persyaratan

8)

1) Persiapan Dokumen (mempersiapkan dokumen

syarat-syarat yang diperlukan)

Pendaftaran Online Perizinan Sistem Online

Kalimantan Utara (PESONA) (Daftar akun PESONA
melalui laman https: / /pesona.kaltaraprov.go.id)

Pengisian Data Perusahaan dan Data Teknis

Upload Dokumen Berkas Persyaratan Izin

Verifikasi Awal Kelengkapan Dokumen
Administrasi Permohonan (dilakukan oleh petugas
front office), jika ya diteruskan ke back office dan
jika tidak dikembalikan ke pemohon

(perbaikan/ditolak)

Menenma Penzinan (staf back office melakukan

entry data permohonan pertimbangan teknis)

Melakukan Verifikasi Akhir Draft Surat

Permohonan Permintaan Pertimbangan Teknis

Melalcukan Persetujuan Draft Surat Permohonan
Permintaan Pertimbangan Teknis

2)

3)

4)

5)

Prosedur4.

7)

8)



9) Verifikasi OPD Teknis (akan diterbitkan
pertimbangan teknis dan diserahkan ke bagian

umum sekretariat DPMPTSP untuk disposisi)

10) Menerima Pertimbangan Teknis dari OPD dan
Diserahkan pada Kepala Dinas untuk Disposisi

11) Melakukan Disposisi Surat Pertimbangan Teknis
untuk Diserahkan ke Staf Back Office

12) Menerima Lembar Disposisi dan Surat
Pertimbangan Teknis untuk Diproses (draft naskah
izin/draft surat penolakan)

13) Melakukan Persetujuan Draft Naskah Izin atau
Draft Surat Penolakan

14) Validasi Akhir Naskah Izin atau Surat Penolakan

15) Pemohon Menerima Naskah Izin atau Surat
Penolakan

21 hari keija (OPD Teknis) + 5 hari keija

(DPMPTSP)
Waktu Pelayanan5.

Biaya/Tarif Rp. 0,- (Gratis)6.

Izin Pendirian Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta7. Produk

Pengaduan langsung;

Kantor DPMPTSP Provinsi Kalimantan Utara jalan

Rambutan, Gedung Gabungan Dinas I, Lantai I,

Bulungan Kalimantan Utara

Pengaduan tidak langsung;

:085352217708

Pengelolaan
Pengaduan

8.

a. Telp

b. Whatsapp : 085352217708

c. Web : dpmptsp.kaltaraprov.go.id

d. Instagram : dpmptspkaltaraprov

1) Ruang Pelayanan;

Banner;

Antrian elektronik;

Komputer;

Meja,

Kursi;

Kantin;

Ruang Konsultasi;

Ruang Menyusui;

10) Ruang bermain anak;

11) Ruang Layanan mandiri;

12) Ruang Perpustakaan;

13) Halaman parkir roda 2 dan roda 4;

14) Toilet;

15) Mushollah;

16) Jaringan Wifi;

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)Sarana, Prasarana
dan Fasilitas

9

9)



17) Tangga landai bagi difable;

18) Kursi roda bagi difable.

Berpendidikan minimal S1;

Berperiampilari menarik (senyum, salam, sapa,

sopan dan santun);

Berperilaku baik (jujur dan dapat mengendalikan
emosi);

Memiliki skill komimikasi secara lisan dan tertulis

dengan baik dan teliti;

Menguasai Standar Operasional Prosedur
DPMPTSP;

Memiliki Pengetahuan tentang perundang-
Undangan Terkait standar pelahyanan dan

informasi publik;

Mampu berkoordinasi ddengan efektif dan efisien;

Memiliki kemampuan keijasama tim;

Mampu mengoperasikan Komputer;

10) Memahami Penggunaan Aplikasi PESONA

1)

2)

3)

4)

5)Kompetensi
Pelaksana

10.

6)

7)

8)

9)

1) Kepala Dinas melakukan pengawasan secara
periodik melalui rapat evaluasi dan rapat sewaktu-

waktu dalam keadaan yang dianggap penting;

Dilakukan langsung oleh Kepala Dinas melalui
CCTV aplikasi maupun aplikasi yang dapat
dipantau langsung di ruang keija Kepala Dinas;

Koordinator Penata Perizinan melakukan verfikasi

dokumen perizinan dan atau rapat tim teknis

SKPD serta melaporkan kepada Kepala Dinas

2)
11. Pengawasan Internal

3)

Petugas Front Office, Back Office, PNS dengan
Jabatan Fungsional Penata Perizinan Ahli Pertama,
Ahli Muda dan Ahli Madya.

Jumlah Pelaksana12.

Diwujudkan dalam kualitas dan produk layanan
sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) serta
didukung oleh petugas yang berkompeten
dibidangnya dengan perilaku pelayanan yang
ramah, cepat, terampil dan sopan santun.

Jaminan

Pelaksanaan
13.

Jaminan keamanan

dan Kesalamtan

Pelayanan

Surat Keputusan dibubuhi tandatangan elektronik
serta barcode sehingga dijamin keasliannya.

14.

Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan
mimimal 1 kali dcilam 1 tahun untuk selanjutnya
dilakukan perbaikan untuk menjaga dan
meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.

Evaluasi Kineija
Pelaksana

15.



STANDAR PELAYANAN IZIN PENGANGKATAN ANAK ANTAR WNI

URAIANKOMPONENNO

Persetujuan Pengangkatan Anak Antar Warga
Negara Indonesia (WNI)

Jenis Layanan1.

Permensos Nomor llO/HUK/2009Dasar Hukum2.

14) Surat permohonan bermaterai RP. 10.000 yang
ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov.
Kalimantan Utara;

15) Surat Keterangan Sehat Calon Orang Tua Angkat;

16) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);

17) Fotocopy Akta Kelahiran Anak Angkat;

18) Surat Keterangan Penghasilan / Gaji COTA;

19) Surat motivasi Pengangkatan Anak/Surat
Pemyataan Motivasi;

20) Surat Pemyataan Sesuai fakta Sebenamya;

21) Surat pemyataan hibah;

22) Surat tidak melakukan kekerasan;

23) Surat Pemyataan Memberikan Hak dan Status
Yang Sama

24) Surat Penyerahan Dari Ortu Kandung ke Cota;

25) Rekomendasi Kabupaten/Kota;

26) Fotocopy KTP Cota / Orang Tua Kandung;

27) Fotocopy Kartu Keluarga COTA/Orang Tua

Kandung (KK);

28) Fotocopy Akta Pemikahan;

29) Surat Permohonan Adopsi oleh COTA ke Dinsos
Kabupaten;

30) Surat Pemyataan Menanggung kesehatan dan
Pendidikan;

31) Laporan Sosial Calon Anak Angkat (CAA);

32) Laporan Sosial Calon Orang Tua Angkat (COTA);

33) Surat Pemyataan Persetujuan Penerimaan Dari
Keluarga Lain;

34) Surat Pemyataan Untuk Kepentingan Terbaik
Anak;

35) Surat Perwaiian;

36) Surat pemyataan asal usul anak.

3. Persyaratan

1) Persiapan Dokumen (mempersiapkan dokumen
syarat-syarat yang diperlukan)

2) Pendaftaran Online Perizinan Sistem Online
Kalimantan Utara (PESONA) (Daftar akun PESONA
melalui laman https:/ /pesona.kaltaraprov.go.id)

3) Pengisian Data Pemsahaan dan Data Teknis

4) Upload Dokumen Berkas Persyaratan Izin

Prosedur4.



Verifikasi Awal Kelengkapan Dokumen
Administrasi Permohonan (dilakukan oleh petugas
front office), jika ya diteruskan ke back office dan
jika tidak dikembalikan ke pemohon
(perbaikan / ditolak)

Menerima Perizinan (staf back office melakukan
entry data permohonan pertimbangan teknis)

Melakukan Verifikasi Akhir Draft Surat

Permohonan Permintaan Pertimbangan Teknis

Melakukan Persetujuan Draft Surat Permohonan

Permintaan Pertimbangan Teknis

Verifikasi OPD Teknis (akan diterbitkan

pertimbangan teknis dan diserahkan ke bagian
umum sekretariat DPMPl'SP untuk disposisi)

10) Menerima Pertimbangan Teknis dari OPD dan
Diserahkan pada Kepala Dinas untuk Disposisi

11) Melakukan Disposisi Surat Pertimbangan Teknis
untuk Diserahkan ke Staf Back Office

12) Menerima Lembar Disposisi dan Surat
Pertimbangan Teknis untuk Diproses (draft naskah
izin/draft surat penolakan)

13) Melakukan Persetujuan Draft Naskah Izin atau
Draft Surat Penoleikan

14) Validasi Akhir Naskah Izin atau Surat Penolakan

15) Pemohon Menerima Naskah Izin atau Surat
Penolakan

5)

6)

7)

8)

9)

17 hari keija (OPD Teknis) + 5 hari ketja
(DPMPTSP)

Waktu Pelayanan5.

Biaya/Tarif Rp. 0,- (Gratis)6.

Persetujuan Pengangkatan Anak Antar Warga

Negara Indonesia (WNl)
Produk7.

Pengaduan langsung:

Kantor DPMPTSP Provinsi Kalimantan Utara jalan
Rambutan, Gedung Gabungan Dinas 1, Lantai 1,
Bulungan Kalimantan Utara

Pengaduan tidak langsung;

Telp

Whatsapp : 085352217708

; dpmptsp.kaltaraprov.go.id

Instagram : dpmptspkaltaraprov

Pengelolaan

Pengaduan
8.

: 085352217708e.

f.

Webg-

h.

1) Ruang Pelayanan;

2) Banner;

3) Antrian elektronik;

4) Komputer;

5) Meja;

6) Kursi;

Sarana, Prasarana
dan Fasilitas

9.



7) Kantin;

8) Ruang Konsultasi;

9) Ruang Menyusui;

10) Ruang bermain anak;

11) Ruang Layanan mandiri;

12) Ruang Perpustakaan;

13) Halaman parkir roda 2 dan roda 4;

14) Toilet;

15) Mushollah;

16) Jaringan Wifi;

17) Tangga landai bagi difable;

18) Kursi roda bagi difable.

Berpendidikan minimal S1;

Berpenampilan menarik (senyum, salam, sapa,
sopan dan santun);

Berperilaku baik (jujur dan dapat mengendalikan
emosi);

Memiliki skill komunikasi secara lisan dan tertulis

dengan baik dan teliti;

Menguasai Standar Operasional Prosedur
DPMPTSP;

Memiliki Pengetahuan tentang perundang-
Undangan Terkait standar pelayanan dan
informasi publik;

Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien;

Memiliki kemampuan kerjasama tim;

Mampu mengoperasikan Komputer;

10) Memahami Penggunaan Aplikasi PESONA.

1)

2)

3)

4)

5)Kompetensi
Pelaksana

10.

6)

7)

8)

9)

1) Kepala Dinas melakukan pengawasan secara
periodik melalui rapat evaluasi dan rapat sewaktu-
waktu dalam keadaan yang dianggap penting;

Dilakukan langsung oleh Kepala Dinas melalui
CCTV aplikasi maupun aplikasi yang dapat
dipantau langsung di ruang keija Kepala Dinas;

Koordinator Penata Perizinan melakukan verfikasi

dokumen perizinan dan atau rapat tim teknis
SKPD serta melaporkan kepada Kepala Dinas.

2)
11. Pengawasan Internal

3)

Petugas Front Office, Back Office, PNS dengan
jabatan Penata Perizinan Ahli Pertama, Ahli Muda

dan Ahli Madya.

12. Jumlah Pelaksana

Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk
layanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)
serta didukung oleh petugas yang berkompeten
dibidangnya dengan perilaku pelayanan yang
ramah, cepat, terampil dan sopan santun.

Jaminan

Pelaksanaan
13.



Jaminan keamanan

dan Kesalamtan

Pelayanan

Surat Keputusan dibubuhi tandatangan elektronik

serta barcode sehingga dijamin keasliannya.
14.

Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan
mimimal 1 kali dalam 1 tahun untuk selanjutnya

dilakukan perbaikan untuk menjaga dan
meningkatkan mutu serta kineija pelayanan.

Evaluasi Kineija
Pelaksana

15.



STANDAR PELAYANAN IZIN TANDA PENDAFTARAN LEMBAGA

KESEJAHTERAAN SOSIAL (LKS)/ YAYASAN / LSM YANG HARUS DILAMPIRKAN

URAIANNO KOMPONEN

Izin Tanda Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan

Sosial (LKS)/Yayasan/ LSM yang hams dilampirkan
Jenis Layanani.

Permensos Nomor 5 Tahun 2004 tentang Lembaga

Kesejahteraan Sosial
Dasar Hukum2.

1) Surat permohonan bermaterai RP. 10.000 yang
ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov.
Kalimantan Utara;

2) Akta Pendirian LKS bempa Akta Notaris yang telah
disahkan oleh KEMENKUMHAM;

3) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LKS;

4) Struktur Organisasi dan Personalia Kepengurusan
LKS;

5) Fotocopy KTP Ketua, Sekretaris, dan Bendahara
LKS;

6) Keterangan Domisili Sekretariat LKS;

7) NPWPa.nLKS;

8) Proposal kegiatan yang memuat :

a. Program dan kegiatan LKS;

b. Modal keija untuk pelaksanaan kegiatan;

c. Nomor Rekening LKS;

d. Sumber Da3^a Manusia (SDM) LKS.

9) Surat Keterangan Bebas dari Narkoba bagi
Pengums LKS;

10) Surat Pemyataan tidak dalam sengketa
kepengurusan atau tidak dalam perkara di
pengadilan;

11) Surat Pemyataan kesanggupan melaporkan
kegiatan;

12) Surat pemyataan bahwa sumber pendanaan tidak
berasal dari kegiatan yang melawan iiukurn dan
tidak digunakan untuk kegiatan yang melawan
hukum;

13) Surat Pemyataan persetujuan tetangga.

3. Persyaratan

1) Persiapan Dokumen (mempersiapkan dokumen
syarat-syarat yang diperlukan)

2) Pendaftaran Online Perizinan Sistem Online
Kalimantan Utara (PESONA) (Daftar akun PESONA
melalui laman https: / /pesona.kaltaraprov.go.id)

3) Pengisian Data Perusahaan dan Data Teknis

4) Upload Dokumen Berkas Persyaratan Izin

5) Verifikasi Awal Kelengkapan Dokumen Administrasi
Permohonan (dilakukan oleh petugas front office),

Prosedur4.



jika ya diteruskan ke back office dan jika tidak
dikembalikan ke pemohon (perbaikan/ditolak)

6) Menerima Perizinan (staf back office melakukan
entry data permohonan pertimbangan teknis)

7) Melakukan Verifikasi Akhir Draft Surat
Permohonan Permintaan Pertimbangan Teknis

8) Melakukan Persetujuan Draft Surat Permohonan
Permintaan Pertimbangan Teknis

9) Verifikasi OPD Teknis (akan diterbitkan
pertimbangan teknis dan diserahkan ke bagian
umum sekretariat DPMPTSP untuk disposisi)

10) Menerima Pertimbangan Teknis dari OPD dan
Diserahkan pada Kepala Dinas untuk Disposisi

11) Melakukan Disposisi Surat Pertimbangan Teknis
untuk Diserahkan ke Staf Back Office

12) Menerima Lembar Disposisi dan Surat
Pertimbangan Teknis untuk Diproses (draft naskah
izin/draft surat penolakan)

13) Melakukan Persetujuan Draft Naskah Izin atau
Draft Surat Penolakan

14) Validasi Akhir Naskah Izin atau Surat Penolakan

15) Pemohon Menerima Naskah Izin atau Surat
Penolakan

7 hari keija (OPD Teknis) + 5 hari keija (DPMPTSP)5. Waktu Pelayanan

Biaya/Tarif Rp. 0,- (Gratis)6.

Izin Tanda Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan

Sosial (LKS)/Yayasan/ LSM yang harus dilampirkan
7. Produk

Pengaduan langsung;

Kantor DPMPTSP Provinsi Kalimantan Utara jalan

Rambutan, Gedung Gabungan Dinas I, Lantai I,

Bulungan Kalimantan Utara

Pengaduan tidak langsung:

e. Telp

f. Whatsapp : 085352217708

g. Web

h. Instagram : dpmptspkaltaraprov

Pengelolaan
Pengaduan

8.

:085352217708

: dpmptsp.kaltaraprov.go.id

1) Ruang Pelayanan;

2) Banner;

3) Antrian elektronik;

4) Komputer;

5) Meja;

6) Kursi;

7) Kantin;

8) Ruang Konsultasi;

9) Ruang Menyusui;

Sarana, Prasarana
dan Fasilitas

9.



10) Ruang bermain anak;

11) Ruang Layanan mandiri;

12) Ruang Perpustakaan;

13) Halaman parkir roda 2 dan roda 4,

14) Toilet;

15) Mushollah;

16) Jaringan Wifi;

17) Tangga landai bagi difable;

18) Kursi roda bagi difable.

1) Berpendidikan minimal S1;

2) Berpenampilan menarik (senyum, salam, sapa,
sopan dan santun);

3) Berperilaku baik (jujur dan dapat mengendalikan
emosi);

Memiliki skill komunikasi secara lisan dan tertulis

dengan baik dan teliti;

Menguasai Standar Operasional Prosedur
DPMPTSP;

6) Memiliki Pengetahuan tentang perundang-
Undangan Terkait standar pelayanan dan informasi
publik;

Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien;

Memiliki kemampuan keijasama tim;

Mampu mengoperasikan Komputer;

10) Memahami Penggunaan Aplikasi PESONA

4)

5)Kompetensi
Pelaksana

10.

7)

8)

9)

Kepala Dinas melakukan pengawasan secara
periodik melalui rapat evaluasi dan rapat sewaktu-
waktu dalam keadaan yang dianggap penting;

Dilakukan langsung oleh Kepala Dinas melalui
CCTV aplikasi maupun aplikasi yang dapat
dipantau langsung di ruang keija Kepala Dinas;

Koordinator Penata Perizinan melakukan verfikasi

dokumen perizinan dan atau rapat tim teknis SKPD

serta melaporkan kepada Kepala Dinas.

1)

2)

Pengawasan Internal11.

3)

Petugas Front Office, Back Office, PNS dengan
Jabatan Fungsional Penata Perizinan Ahli Pertama,

Ahli Muda dan Ahli Madya.

Jumlah Pelaksana12.

Diwujudkan dalam kualitas dan produk layanan
sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) serta
didukung oleh petugas yang berkompeten

dibidangnya dengan perilaku pelayanan yang ramah,
cepat, terampil dan sopan santun.

Jaminan

Pelaksanaan
13.

Jaminan keamanan

dan Kesalamtan

Pelayanan

Surat Keputusan dibubuhi tandatangan elektronik
serta barcode sehingga dijamin keasliannya.14.



Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan
mimimal 1 kali dalam 1 tahun untuk selanjutnya
dilakukan perbaikan untuk menjaga dan

meningkatkan mutu serta kineija pelayanan.

Evaluasi Kineija
Pelaksana

15.



STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI PENETAPAN WILAYAH USAHA

PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK DI KALIMANTAN UTARA

NO KOMPONEN URAIAN

Rekomendasi Penetapan Wilayah Usaha

Penyediaan Tenaga Listrik di Kalimantan Utara
Jenis Layanan1.

Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan

2. Dasar Hukum

37) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Penanggung Jawab;

38) Fotocopy nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

39) Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

(RUPTL);

40) Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB);

41) Surat permohonan bermaterai RP. 10.000 yang
ditujukan kepada Kepala Dinas;

3. Persyaratan

Persiapan Dokumen (mempersiapkan dokumen
syarat syarat yang diperlukan)

Pendaftaran Online Perizinan Sistem Online

Kalimantan Utara (PESONA) (Daftar akun PESONA
melalui laman https: / /nesona.kaltaraprov.go.id)

Pengisian Data Perusahaan dan Data Teknis

Upload Dokumen Berkas Persyaratan Izin

Verifikasi Awal Kelengkapan Dokumen
Administrasi Permohonan (dilakukan oleh petugas
front office), jika ya diteruskan ke back office dan
jika tidak dikembalikan ke pemohon
(perbaikan / ditolak)

Menenma Perizinan (staf back office melakukan

entry data permohonan pertimbangan teknis)

Melakukan Verifikasi Akhir Draft Surat

Permohonan Permintaan Pertimbangan Teknis

Melakukan Persetujuan Draft Surat Pennohonan
Permintaan Pertimbangan Teknis

Verifikasi OPD Teknis (akan diterbitkan
pertimbangan teknis dan diserahkan ke bagian
umum sekretariat DPMPTSP untuk disposisi)

10) Menerima Pertimbangan Teknis dari OPD dan

Diserahkan pada Kepala Dinas untuk Disposisi

11) Melakukan Disposisi Surat Pertimbangan Teknis
untuk Diserahkan ke Staf Back Office

12) Menerima Lembar Disposisi dan Surat

Pertimbangan Teknis untuk Diproses (draft naskah

izin/draft surat penolakan)

13) Melakukan Persetujuan Draft Naskah Izin atau
Draft Surat Penolakan

14) Validasi Akhir Naskah Izin atau Surat Penolakan

1)

2)

3)

4)

5)

b)

7)

Prosedur4.

8)

9)



15) Pemohon Menerima Naskah Izin atau Surat
Penolakan

15 hari keija (OPD Teknis) + 5 hari keija
(DPMPTSP)

Waktu Pelayanan5.

Rp. 0,- (Gratis)Biaya/Tarif6.

Rekomendasi Penetapan Wilayah Usaha

Penyediaan Tenaga Listrik di Kalimantan Utara
7. Produk

Pengaduan langsung:

Kantor DPMPTSP Provinsi Kalimantan Utara jalan
Rambutan, Gedung Gabungan Dinas I, Lantai I,

Bulungan Kalimantan Utara

Pengaduan tidak langsung;

:085352217708

Pengelolaan

Pengaduan
8.

i. Telp

j. Whatsapp ; 085352217708

k. Web : dpmptsp.kaltaraprov.go.id

1. Instagram : dpmptspkaltaraprov

1) Ruang Pelayanan;

2) Banner;

3) Antrian elektronik;

4) Komputer;

5) Meja;

6) Kursi;

7) Kantin;

8) Ruang Konsultasi;

9) Ruang Menyusui;

10) Ruang bermain anak;

11) Ruang Layanan mandiri;

12) Ruang Perpustakaan;

13) Halaman parkir roda 2 dan roda 4;

14) Toilet;

15) Mushollah;

16) Jaringan Wifi;

17) Tangga landai bagi difable;

18) Kursi roda bagi difable.

Sarana, Prasarana
dan Fasilitas

9.

1) Berpendidikan minimal S1;

2) Berpenampilan menarik (senyum, salam, sapa,
sopan dan santun);

3) Berperilaku baik (jujur dan dapat mengendalikan
emosi);

4) Memiliki skill komunikasi secara lisan dan tertulis
dengan baik dan teliti;

5) Menguasai Standar Operasional Prosedur
DPMPTSP;

Kompetensi
Pelaksana

10.



6) Memiliki Pengetahuan tentang perundang-
Undangan Terkait standar pelahyanan dan
informasi publik;

7) Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien;

8) Memiliki kemampuan keijasama tim;

9) Mampu mengoperasikan Komputer;

10) Memahami Penggunaan Aplikasi PESONA

Kepala Dinas melakukan pengawasan secara
periodik melalui rapat evaluasi dan rapat sewaktu-
waktu dalam keadaan yang dianggap penting;

Dilakukan langsung oleh Kepala Dinas melalui
CCTV aplikasi maupun aplikasi yang dapat
dipantau langsung di ruang kerja Kepala Dinas;

Koordinator Penata Perizinan melakukan verfikasi

dokumen perizinan dan atau rapat tim teknis
SKPD serta melaporkan kepada Kepala Dinas

1)

2)

Pengawasan Internal11.

3)

Petugas Front Office, Back Office, PNS dengan
Jabatan Fungsional Penata Perizinan Ahli Pertama
Ahli Muda dan Ahli Madya.

12. Jumlah Pelaksana

Diwujudkan dalam kualitas dan produk layanan
sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) serta
didukung oleh petugas yang berkompeten
dibidangnya dengan perilaku pelayanan yang

ramah, eepat, terampil dan sopan santun.

Jaminan

Pelaksanaan
1 O
XsJ,

Jaminan keamanan

dan Kesalamtan

Pelayanan

Surat Keputusan dibubuhi tandatangan elektronik
serta barcode sehingga dijamin keasliannya.

14.

Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan
mimimal 1 kali dalam 1 tahun untuk selanjutnya
dilakukan perbaikan untuk menjaga dan

meningkatkan mutu serta kineija pelayanan.

Evaluasi Kineija
Pelaksana

15.



STANDAR PELAYANAN PERSETUJUAN WILAYAH USAHA PERTAMBANGAN

URAIANNO KOMPONEN

Persetujuan Wilayah Usaha PertambanganJenis Layanan1.

Kepmen ESDM Nomor :

110.K/HK./02/MEM.B/2021 tentang Pedoman
permohonan, evaluasi dan pemberian wilayah izin
usaha pertambangan mineral bukan logam,
wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan
logam jenis tertentu dan wilaj^ah izin usaha
pertambangan batuan.

Dasar Hukum2.

14) Surat Kesesuaian Tata Ruang dari
Kabupaten/Kota Untuk Kegiatan Pertambangan;

15) Surat Keterangan Tidak Keberatan / Persetujuan
dari Pemegang lUP/lUPK Eksisting;

16) Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI);

17) Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB);

18) Fotocopy NPWP;

19) Susunan pengurus, daftar pemegang saham
sampai dengan perseorangan penerima manfaat
akhir;

20) Peta WIUP;

21) Koordinat dalam format Microsoft Excel :

a. Daftar Koordinat dibatasi oleh garis yang
sejajar dengan garis lintang dan garis bujur
dengan kelipatan paling sedikit seperseribu
detik (0,001’j;

b. Koordinat berupa koordinat geografis (deraj at
menit detik) dan disampaikan dalam format
digital berupa microsoft excel;

c. Koordinat yang disampaikan tidak lebih dari
100 (seratus) titik;

22) Surat pemyataan akan mematuhi ketentuan
peraturan perundang undangan di bidang
pengelolaan lingkungan hidup termasuk
pelaksanaan kewajiban reklamasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

23) Surat pemyataan akan melaksanakan kegiatan
sesuai dengan rencana keija yang disetujui oleh
Menteri Energi dan sumber Daya Mineral;

24) Rencana penggunaan wilayah;

25) Rencana penggunaan dan penjualan komoditas

26) Rencana kegiatan eksplorasi yang diberikan
selama 3 (tiga) tahun

27) Rencana produksi pada kegiatan operasi produksi
dengan jangka waktu untuk :

a. Mineral bukan logam 10 (Sepuluh) tahun;

3. Persyaratan



b. mineral bukan logam jenis tertentu 20 (dua
puluh) tahun;

c. batuan 5 (lima) tahun.

1) Persiapan Dokumen (mempersiapkan dokiimen

syarat-syarat yang diperlukan)

Pendaftaran Online Perizinan Sistem Online

Kalimantan Utara (PESONA) (Daftar akun PESONA
melalui laman https:/ /pesona.kaltaraprov.go.id)

Pengisian Data Perusahaan dan Data Teknis

Upload Dokumen Berkas Persyaratan Izin

Verifikasi Awal Kelengkapan Dokumen

Administrasi Permohonan (dilakukan oleh petugas
front office), jika ya diteruskan ke back office dan
jika tidak dikembalikan ke pemohon

(perbaikan/ ditolak)

Menerima Penzinan (staf back office melakukan

entry data permohonan pertimbangan teknis)

Melakukan Verifikasi Akhir Draft Surat

Permohonan Permintaan Pertimbangan Teknis

Melakukan Persetujuan Draft Surat Permohonan

Permintaan Pertimbangan Teknis

Verifikasi OPD Teknis (akan diterbitkan
pertimbangan teknis dan diserahkan ke bagian

umum sekretariat DPMPTSP untuk disposisi)

10) Menerima Pertimbangan Teknis dari OPD dan

Diserahkan pada Kepala Dinas untuk Disposisi

11) Melakukan Disposisi Surat Pertimbangan Teknis
untuk Diserahkan ke Staf Back Office

12) Menerima Lembar Disposisi dan Surat
Pertimbangan Teknis untuk Diproses (draft naskah
izin/draft surat penolakan)

13) Melakukan Persetujuan Draft Naskah Izin atau
Draft Surat Penolakan

14) Validasi Akhir Naskah Izin atau Surat Penolakan

15) Pemohon Menerima Naskah Izin atau Surat
Penolakan

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Prosedur 8)4.

9)

16 hari keija (OPD Teknis) + 5 hari keija
(DPMPTSP)

Waktu Pelayanan5.

Biaya/Tarif6. Rp. 0,- (Gratis)

Produk7. Persetujuan Wilayah Usaha Pertambangan

Pengaduan langsung:

Kantor DPMPTSP Provinsi Kalimantan Utara jalan
Rambutan, Gedung Gabungan Dinas 1, Lantai 1,
Bulungan Kalimantan Utara

Pengaduan tidak langsung:

i. Telp

j. Whatsapp : 085352217708

Pengelolaan
Pengaduan

8.

:085352217708



k. Web ; dpmptsp.kaltaraprov.go.id

1. Instagram : dpmptspkaltaraprov

1) Ruang Pelayanan;

2) Banner;

3) Antrian elektronik;

4) Komputer;

5) Meja;

6) Kursi;

7) Kantin;

8) Ruang Konsultasi;

9) Ruang Menyusui;

10) Ruang bermain anak;

11) Ruang Layanan mandiri;

12) Ruang Perpustakaan;

13) Halaman parkir roda 2 dan roda 4;

14) Toilet;

15) Mushollah;

16) Jaringan WIfi;

17) Tangga landai bagi difabie;

18) Kursi roda bagi difable.

Sarana, Prasarana

dan Fasilitas
9.

1) Berpendidikan minimal S1;

Berpenampilan menarik (senyum, salam, sapa,
sopan dan santun)

Berperilaku baik (jujur dan dapat mengendalikan
emosi)

Memiliki skill komunikasi secara lisan dan tertulis

dengan baik dan teliti;

Menguasai Standar Operasional Prosedur
DPMPTSP;

Memiliki Pengetahuan tentang perundang-
Undangan Terkait standar pelahyanan dan
informasi publik;

Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien;

Memiliki kemampuan keijasama tim;

Mampu mengoperasikan Komputer;

10) Memahami Penggunaan Aplikasi PESONA

2)

3)

4)

5)Kompetensi
Pelaksana

10.

6)

7)

8)

9)

1) Kepala Dinas melakukan pengawasan secara
periodik melalui rapat evaluasi dan rapat sewaktu-
waktu dalam keadaan yang dianggap penting;

2) Dilakukan langsung oleh Kepala Dinas melalui
CCTV aplikasi maupun aplikasi yang dapat

dipantau langsung di ruang kerja Kepala Dinas;

11. Pengawasan Internal



3) Koordinator Penata Perizinan melakukan verflkasi
dokumen perizinan dan atau rapat itm teknis
SKPD serta melaporkan kepada Kepala Dinas.

Petugas Front Office, Back Office, PNS dengan
Jabatan Fungsional Penata Perizinan Ahli Pertama,
Ahli muda dan Ahli Madya.

Jumlah Pelaksana12.

Diwujudkan dalam kualitas dan produk layanan
sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) serta
didukimg oleh petugas yang berkompeten
dibidangnya dengan perilaku pelayanan yang
ramah, cepat, terampil dan sopan santun.

Jaminan

Pelaksanaan
13.

Jaminan keamanan

dan Kesalamtan

Pelayanan

Surat Keputusan dibubuhi tandatangan elektronik
serta barcode sehingga dijamin keasliannya.

14.

Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan
mimimal 1 kaU dalam 1 tahun untuk selanjutnya
dilakukan perbaikan untuk menjaga dan

meningkatkan mutu serta kineija pelayanan.

Evaluasi Kineija
Pelaksana

15.



STANDAR PELAYANAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN

URAIANKOMPONENNO

Surat Keterangan PenelitianJenis Layanan1.

Permendagri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang
Penerbitan Surat Keterangan Penelitian

Dasar Hukum2.

42) Surat permohonan bermaterai RP. 10.000 yang
ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov.
Kalimantan Utara;

43) Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB);

44) Surat pemyataan untuk menaati dan tidak
melanggar ketentuan peraturan perundang-
undangan;

45) Surat pemyataan bermaterai mengenai kebenaran
data dan informasi;

46) Proposal penelitian dalam bahasa Indonesia yang
memuat:

a. latar belakang;

b. maksud dan tujuan;

c. ruang lingkup;

d. jangka waktu penelitian;

e. nama peneliti;

f. sasaran/target penelitian;

g. metode penelitian;

h. lokasi penelitian, dan

i. basil yang diharapkan dari penelitian.

47) Identitas peneliti : untuk peneliti perseorangan
meliputi fotokopi kartu tanda penduduk dan

pasfoto

48) berwama ukuran 4x6 (empat kali enam) sebanyak
3 (tiga) lembar;

49) Identitas peneliti : untuk Peneliti kelompok, badan

usaha, atau organisasi kemasyarakatan meliputi:

a. peneliti kelompok yaitu fotokopi kartu tanda
penduduk dan pasfoto berwama ukuran 4x6

(empat kali enam) sebanyak 3 (tiga) lembar
bagi ketua tim;

b. badan usaha yaitu:

a) fotokopi kartu tanda penduduk ketua tim;

b) pasfoto berwama ukuran 4x6 (empat kali
enam) sebanyak 3 (tiga) lembar ketua tim;
dan

c) fotokopi surat pengesahan sebagai badan
hukum usaha;

c. organisasi kemasyarakatan tidak berbadan

hukum yaitu:

3. Persyaratan



a) fotokopi kartu tanda penduduk ketua tim;

b) pasfoto berwama ukuran 4x6 (empat kali
enam) sebanyak 3 (tiga) lembar ketua tim;
dan

c) fotokopi surat keterangan terdaftar;

d. organisasi kemasyarakatan berbadan hukum
yaitu;

a) fotokopi kartu tanda penduduk ketua tim;

b) pasfoto berwama ukuran 4x6 (empat kali
enam) sebanyak 3 (tiga) lembar ketua tim;
dan

c) fotokopi surat pengesahan badan hukum
organisasi kemasyarakatan.

Persiapan Dokumen (mempersiapkan dokumen
syarat-syarat yang diperlukan)

Pendaftaran Online Perizinan Sistem Online

Kalimantan Utara (PESONA) (Daftar akun PESONA
melalui laman https:/ /pesona.kaltaraprov.go.id)

Pengisian Data Perusahaan dan Data Teknis

Upload Dokumen Berkas Persyaratan Izin

Verifikasi Awal Kelengkapan Dokumen

Administrasi Permohonan (dilakukan oleh petugas
front office), jika ya ditemskan ke back office dan
jika tidak dikembeilikan ke pemohon

(perbaikan / ditolak)

Menerima Perizinan (staf back office melakukan
entry data permohonan pertimbangan teknis)

Melakukan Verifikasi Akhir Draft Surat

Permohonan Permintaan Pertimbangan Teknis

Melakukan Persetujuan Draft Surat Permohonan
Permintaan Pertimbangan Teknis

Verifikasi OPD Teknis (akan diterbitkan
pertimbangan teknis dan diserahkan ke bagian
umum sekretariat DPMPTSP untuk disposisi)

10) Menerima Pertimbangan Teknis dari OPD dan
Diserahkan pada Kepala Dinas untuk Disposisi

11) Melakukan Disposisi Surat Pertimbangan Teknis
untuk Diserahkan ke Staf Back Office

12) Menerima Lembar Disposisi dan Surat

Pertimbangan Teknis untuk Diproses (draft naskah
izin/draft surat penolakan)

13) Melakukan Persetujuan Draft Naskah Izin atau
Draft Surat Penolakan

14) Validasi Akhir Naskah Izin atau Surat Penolakan

15) Pemohon Menerima Naskah Izin atau Surat
Penolakan

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Prosedur 8)4.

9)

5. Waktu Pelayanan 7 hari keija (OPD Teknis) + 5 hari keija (DPMPTSP)



Rp. 0,- (Gratis)Biaya/Tarif6.

Surat Keterangan PenelitianProduk7.

Pengaduan langsung;

Kantor DPMPTSP Provinsi Kalimantan Utara jalan

Rambutan, Gedung Gabungan Dinas I, Lantai I,
Bulungan Kalimantan Utara

Pengelolaan
Pengaduan

Pengaduan tidak langsung:

;085352217708

8.

m. Telp

n. Whatsapp : 085352217708

o. Web : dpmptsp.kaltaraprov.go.id

p. Instagram : dpmptspkaltaraprov

Ruang Relayanan;

Banner;

Antrian elektronik;

Komputer;

Meja;

Kursi;

Kantin;

Ruang Konsultasi;

Ruang Menyusui;

10) Ruang bermain anak;

11) Ruang Layanan mandiri;

12) Ruang Perpustakaan;

13) Halaman parkir rcxla 2 dan roda 4;

14) Toilet;

15) Mushollah;

16) Jaringan Win;

17) Tangga landai bagi difable;

18) Kursi roda bagi difable.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)Jarana, Prasarana dan
Fasilitas

9.

1) Berpendidikan minimal S1;

Berpenampilan menarik (senyum, salam, sapa,
sopan dan santun);

Berperilaku baik (jujur dan dapat mengendalikan
emosi);

Memiliki skill komunikasi secara lisan dan tertulis

dengan baik dan teliti;

Menguasai Standar Operasional Prosedur
DPMPTSP;

Memiliki Pengetahuan tentang perundang-
Undangam terkait standar pelayanan dan informasi
publik;

Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien;

Memiliki kemampuan keijasama tim;

2)

3)

4)

10. iompetensi Pelaksana
5)

6)

7)

8)



9) Mampu mengoperasikan Komputer;

10) Memahami Penggunaan Aplikasi PESONA.

1) Kepala Dinas melakukan pengawasan secara
periodik melalni rapat evaluasi dan rapat sewaktu-
waktu dalam keadaan yang dianggap penting;

2) Dilakukan langsung oleh Kepala Dinas melalui
CCTV aplikasi maupun aplikasi yang dapat
dipantau langsung di ruang keija Kepala Dinas;

3) Koordinator Penata Perizinan melakukan verfikasi
dokumen perizinan dan atau rapat tim teknis
SKPD serta melaporkan kepada Kepala Dinas

Petugas Front Office, Back Office, PNS dengan
Jabatan Fungsional Penata Perizinan Ahli Pertama,
Ahli Muda dan Ahli Madya.

Pengawasan Internal11.

Jumlah Pelaksana12.

Diwujudkan dalam kualitas dan produk layanan
sesuai Standar OperasionalProsedur (SOP) serta
didukungoleh petugasyang berkompeten
dibidangnyadengan perilaku pelayananyang
ramah, cepat, terampil dan sopan santun.

Jaminan Pelaksanaan13.

Jaminan keamanan

dan Keselamatan

Pelayanan

Dokumen dibubuhi tanda tangan elektronik serta

barcode yang menjamin keasliannya.
14.

Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan
mimimal 1 kali dalam 1 tahun selanjutnya
dilakukan perbaikan untuk menjaga dan
meningkatkan mutu serta kineija pelayanan.

Evaluasi Kineija
Pelaksana

15.

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Pit. Kepala Biro Hukum

RADIAH BT YOLOHIO,S.H.,M.AP.
NIP. 19731002 200604 2 012



SALINAN
LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 100.3.3.1/509/2025
TENTANG

STANDAR PELAYANAN DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

TERINTEGIiASI PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA DINAS

PENANAMAN MODAL DAN PEIJVYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI

KALIMANTAN UTARA TAHUN 2025

STANDAR OPERASI PROSEDUR PELAYANAN

IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SATU AN PENDIDIKAN FORMAL YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASY ARARAT (SMA)

MUTU BAKU KETERAHOANPBLAKSARA

KEGIATAN Staf Back

Office

Ketua Tint

Keija

No. TU
Dlsdlkbnd VerUlkatoT Kepala Dinas Kelenj^pan Waktn OutputFront OfficePemohon

Sekretaxlal

1 PoTslapan Dokumen

(niempersiapkan

dokumen a^'arat-ayarat

vfJig diperlukan)
Dokumen

kelengkapeui
persyaratan

Berkas

Permohc>nan dan

Persv:aratan

10 Menit

2 Pundaftaxan Online

Porizinan Slstem

OjiUsLO KuHTnanfaw

Utara (PBSONA) (Daft^ir
al:un PESONA melalui

laman

https://peaona.kal tarei

prov.go.id)

Komputer dan
Internet

Memililti Akun

Peaona
10 Menit

i
3 Pengtslan Data

Purnsahaan dan Data

T<3knis
Data Peiuaahaan

dan DataTeknia

Lengkap

Komputer/HP
dan Internet

30 Menit

Uaload Dokumen

Beriias Peisyazatan

4

Berkas

admin istrasi

permohonan
terupload

Komputer/HP
dan Internet

Izln
15 Menit

Va



♦VeriBkasl Awal

Keleni^pan
Dokumen

Admlnistiasi

Poimohonan

(dilakukan oleh petugas

front office), jika ya
diteruskan ke back

office dan jika tidak
dikembalikan ke

pemohon
(perbaikan/ditolak)

5

tidak

Nocifikasi proses

permohonan

perizinan

Komputer/HP
dan Internet

15 Menit

6 Menerlma Perizinan

(staf back office
melakukan entry data

perraohonan

pc!rtimbangan teknis)

Draft Surat

Permohonan

loermintaan

Pertimbangan
Teknis

Komputer 30 Menit

Melakukan Verlflkaal

Akhlr Draft Surat

Permohonan

Permlntaan

Pertimbangan Teknis

7 ♦

Draft Surat

permohonan
permintaan

pertimbangan
teknis

Komputer 15 Menit

Melakukan

Persetv^Juan Draft
Surat Permohonan

Permlntaan

Pertimbangan Teknis

S *

Surat

permohonan
permintaan

pertimbangan
teknis

Komputer 15 Menit

tVerlflkaal OPD Teknis

(akan diterbitkan

pertimbangan teknis
dim diserahkan ke

bagian umum
sekretariat DPMPTSP

untuk disposisi)

9

Surat

permohonan

permintaan
pertimbangan

teknis

Verifikasi dan

Pertimbangan
Teknis

16 hari keija

T10 Menerlma

Pertimbangan Teknis
dari OPD dan

Diserahkan pads

Kepala Dinas untuk
Disposisi

Surat

Pertimbangan
Teknis dan

Lernbar Disposisi

Surat

Pertimbangan
Teknis

15 Menit



iMelaknkan Disposisl

Siuat Pertlmbangan
Tijltnis untnk

DHserafakan ke Staf

Back Office

11
Surat

Pertinibangsn
Tekiiis dan

Lembar

Dispoaisi

Surat

Pertimbangan
Teknis dan

I-embar Disposisi

1 hari keija

tMenerinui Lembar

Diaposlai dan Surat
Pertimbangan Teknia

untuk Dlproaea (draft
naskah izin/draft surat

penolakan)

12

Surat

Pertimbangan
Teknis dan

Lembar

Disposisi

Draft Naskah Izin

atau Drtift Surat

Penolakan

1 hari keija

Melaknkan

Puraetujuan Draft
Niudub Izin atau Draft

Surat Penolakan

13

Draft Naskah

Izin at au Draft

Surat

Penolaktin

Draft Naskah Izin

atau Draft Surat

Penolakan

Berprotap

1 jam

I Draft Naskah

Izin atau Dreft

Surat

Penolakan

Berprotap

Valldasi Akkir Naskali

Izin atau Surat

Penolakan

14

Naskah Izin atau

Surat Penolakan
2 hari keija

Pemohon Menerlma

Naakab Izin atau Snrtit

Penolakan

16

Pemohon

menerima naskah

izin atau surat

penolakan

Naskah Izin

atau Surat

Penolakan

10 Menit

Vika Berkaz Permobenan dlkemb^alikan kepada pemohon dikarenakan tidak memenuhl

kelengkapan persyarsitan maka:
1. Pemohon diarahkan untuk melengkapi dokumen persyaratan

2. Jangka waktu pelayanem dihentikan sementaru hingga berkas lengkap dan diterima kernbali

3. Proses administrasi akan dilanjutkan setelah kelengkapan dokumen persyaratan dipentihi



STANDAR OPERASI PROSEDUR PELAYANAN

IZm PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL YANG DISELENGCJARAKAN OLEH MASYARAKAT (SMK)

KETERANGANBIDTUBAKDPELAK8ANA

Kepcda
Dinns

Ketua Tim

Keija

Staf Back

Office

TOKEGIATANNo. WaktuVerinkator Kelengkapan OutputDlsdlkbudFro at OfficePemohon Dokumen PerayaratanSekretarlat

Surat permchonan bcrmaterai RP. 10.000

(Rp. 6.000,- X 2) yang ditujukan k<;pada
Kepala Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu FTov. Kalimantan Utara

Dokumen

kelengkapan

persyaratan

10 Menit Berkas

Permohonan

dan

Persyaratan

Perslapaii Dokumen

(mempert iapkan
dokumen ayai-at-syarat

yang diperlukan)

1

Salinan Nomor Induk Bejusaha (NIB)

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Fotocopy NPWP Kalimantan Utara a.n

Yayasan

Fotocopy Dokumen Akta Pendirian atau

AD/ART Lembaga/Yayasan

Hasll Studi Kelayakan :

a. Hasil studi kelayakan tentang prospek
pendirian satuan pendidikan formal darl segl
tata ruang, geografis dan ekologis;

b. Hasil studi kelayakan tentang prospek

pendirian satuan pendidikan formal dari segi
prospek pendaftar, keuagan, sosial dan
budava;

c. Data mengenal perimbangan antara Jumlah
satuan pendidikan formal dengan penduduk
usia sekolab di wilayah tersebut;

d. Data mengenal perkiraan jarak satuan

pendidikan yang diusulkan diantara gugus

satuan [jendidikan formal sejenis;

e. Data mengenal kapasitas daya lampung

dan lingkup jangkauan satuan pendidikan
fonnal sejenis yang ada;

f. data mengenal perkiraan pembkiyaan

untuk kelangsungan pendidikan paling

sediklt untuk 1 (satu) tahun akademik
berlkutnya;

g. Dokumen hak atas tanah dan bangunan

satuan pendidikan atas nama penyelenggara

sesuai dengiin ketentuan peraturan

perundang-imdangan yang berlaku

Data isi pendidikan

Data jumlah dan kualifikasi pendidik dan

tenaga kependidlkan

Data sarana dan prasarana pendidikan

Data pembiayaan pendidikan

Data sistem evaluasi dan sertifikasi



Data maiiajemen dan proses pendidikan

Rekening bank atas nama satuan pendidikan

1 Proposal bidang atau program keahlian yang
akan ditambahkan

Pendaftaran Online

Perizlnan Sistem Online

Kalimantan Utara

(PESONA) (Daftar akim
PESONA inelalui laman

https: / / pesona. kaltarapro
v.go.id)

2

Komputer dan
Internet

MemiUki Akiin

Pesona
10 Menit

Tersedianya sarana dan prasarana praklik

yang sesuai dengan kejuruannya

3 Pengialan Data
Peruaahaan dan Data

TeknU

Data

Perusahaaji

dan Data

Teknis

Lengkap

4

Komputer/HP
dan Internet

30 Menit

Upload Dokumen Berkas
Pereyaratan Izln

Adanya potensi surnber daya wilayah yang
memerliikan keahlian kejuruan tertentu

4

Berkas

admlnistrasi

permohonan

terupload

Komputer/HP
dan Internet

15 Menit
Va

Adanya potensi lapangan kerjaVerinkasl Awal

Kelengkapan Dokumen
AdmlnUtraal

Permohonan (dilakukan

oleh petugas front ofiice),

Jika ya diieruskan ke back
ofllce dan jika tldak

dlkembalikan ke pemohon

(perbaika [1/dl tolak)

S

Udak

Notifikasi

proses

permohonaji

perizlnan

Komputer/HP
dan Internet

15 Menu

Adanya pemetaan satuan pendidikan sejenls

dl wilayah tersebui:
Meneiima Perizlnan (staf
back office melakukan

entry data permohonan
pertimbaiigan teknis)

6

Draft Sural

Permohonaj i

permintaan

Pertimbangrji
Teknis

i.:

Komputer 30 Menit

Adanya dukuugan masyarakat dan dunia

usaha/dunia industii yang dibuktlkan

dengan dokumen tertulis

dari masyarakat d.m dunia usaha/industii

Melakukim Verlflkasl

Akhir Draft Surat

Permohonan Permintaan

Pertimhangan Teknis

7

Draft Sural

permohonan

permmtaan

pertimbangm
teknis

Komputer 15 Menit



TMelakukim PersetHjuaii

Draft Surat Permohonan

Permintaan

Pertlmbangan Teknis

8 Surat

pi3rmohonan

fcrmintaan

pertimbangan
teknis

iMiM

15 MenitKomputei

Verinkaal OPD Teknis

(akan diterbitkan
pertimbangan teknis dan
diserahkfin ke bagian
umum sekretariat

DPMPTSP untuk disposisi)

9

Surat

permohonan

permintaan

pertimbangan
leknis

Ve^riflkasi dan

Pertimbangan
Teknis

16 hari keija

Henerlma Pertimbangan

Teknis darl OPD dan

Diserabkan pada Kepala
Dinas untuk Dlsposlsl

10 Surat

Pertimbangan
Teknis dan

Lembar

Disposisi

»

Surat

Pertimbangmt
Teknis

15 Menit

Surat

Pertimbangan
Teknis dan

Lembar

Disposisi

Surat

Pertimljangan
Teiaiis dan

Lsmbar

Disposisi

Melakukim Disposisi

Surat Pertimbangan
Teknis untuk

Diserabkan ke Staf Back

Office

11

1 hari kerjaf

yMenerlma Lembar

Disposisi dan Surat

Pertimbangan Teknis
untuk Dlproses (draft

naskah izin/draft surat

penolakan)

12 Surat

Pertimbangan
Teknis dan

Lsmbar

Disposisi

Draft Naskali

Izi a atau Draft

Surat

I’enolakan

1 hari keija

Draft Naskah

Izi a atau Draft

Surat

l^enolakan

Berprotap

Helakukan Persetitjuan

Draft Nar kab Idn atau

Draft Surat Penolakan

13

Draft Naskah

Izin atau Draft

Surat Penolakan

1 jam

Validasi Akbir Naskab

lain atau Surat

Penolakan

14
Draft Naskah

Izin atau Draft

Surat Penolakan

Berprotap

Naskah Izin

atau Surat

I’enolakan

2 hari keija

Pemobon Menerlma

Naskab Izin atau Surat

Penolakan

IS Pemohon

menerima

naskah izin

atau surat

lienolakan

Naskah Izin

atau Surat

Penolakan

10 Menit

*Jlka Beikas Permohonan dikeinbalikim kepada pemobon dlkarenakan tidak memenubi kelen^apan persyaratan maka:

1, Pemohon diarahkan untuk melengkapi dokumen persyaratan

2. Jaiigka waktu pelayanmi dihentikan sementara hingga berkas lengkap dan diterima kembali

3. Proses administrasi atom dilanjutkan setelali kelengkapan dokumen persyaratan dipenuhi



STANDAR OPERASI PROSEDUR PELAYAWAN

I2IN PEND [RIAN 1*EHDIRJAN SEKOLAH LUAR BIASA (8LB) SWASTA

KETERANOANMDTD BAKUPELAKSAHA

Ketua Tim

SS£l*

St af Back

omce

TUKEGIATANNo. Kepala Dinas Kelengkapan Waktu OutputDlsdikbud VeiinkatorFront OfficePemohon
Sclyetariat

Persiapan Dokumen (mempersiapkan dokumen
syarat-syarat yang diperlukan)

1 Berkas

Permohonan

dan

Persyaratan

Dokumen kelengkapan

persyaratan
10 Menit

iS
Pendaltaran Online Perldnan Slstem Online

Kalimantan Utara (PESONA) (Daftar akun
PESONA melalui laman

https;//peso na.kaltaraprov.go. id)

2

Memiliki Akun

PesonaKomputer dan Internet 10 Menit

i
Penglslan Data Peruaahaan dan Data Teknis3 Data

Perusahaan

dan Data

Teknis

Lengkap

Komputer/1 IP dan
Intem<‘t

30 Menit

Upload Dokumen Berkaa Persyaratan Iain4
Berkas

administrasi

permohonan

lerupload

Komputer/HP dan
InteiTM't

15 Menit

Yb

t

♦
Veriflkaai Awal Kelengkapan Dokumen
Administrasi Permohonan (dilakukan oleh

petugas front office), jika ya diteruskan ke back
office dan jika tidak dikembalikan ke pemohon
(perbaikan/clitolak)

5 Notiflkasi

proses

pennohonan
perizinan

tidak
Komputer/HP dan

Inten«;t
15 Menit

Menerima Perldnan (staf back office
melakukan entiy data pennohonan

pertimbangan teknis)

Draft Surat

Permohonan

pennintaan

Pertimbangan
Teknis

6

30 MenitKomputer

T Draft Surat

permohonan
pennintaan

pertimbangan
teknis

Melakukan Verinkasl Akhir Draft Surat

Permohonan Permlntaan Pertimbangan

Teknis

7

15 MenitKomputer

Surat

permohonan

pemiintaan
pertimbangan

teknis

Melakukan Persetujuan Draft Surat
PermohonanPermlntaanPertimbangan
Teknis

8

Komputer 15 Menit

Verlflkasl OPD Teknis (akan diterbitkan

pertimbangan teknis dan diserahkan ke bagian
umum sekretariat DPMPTSP untuk disposisi)

9 Verifikasi dan

Pertimbangan
Teknis

Surat permc'honan

perminUian

pertimbangan teknis

16 hari keija



Menerlma Pertimbangan TeknU darl OPD dan
IMaerahban pada Kepala Dinas untuk
Dlsposisl

Surat

Pertimbangan
Teknis dan

Lembar

Disposisi

I10

Surat Pertnnbangan
Tekrds

15 Menit

Melakukan Disposisi Surat Pertimbangan
Teknis untuk Diserahkan ke Staf Back Office

Surat

Pertimbangan
Teknis dan

Lembar

Disposisi

11

Surat Pertimbangan
Teknis dan Lembar

Disposisi

hari keija

Draft Naskah

Izin atau Draft

Surat

Penolakan

Menerlma Lembar Disposisi dan Surat

Pertimbangan Teknis untuk Diproses (draft
naskah izin/draft surat penolakan)

12
Surat Pertimbangan
Teknis dar Lembar

Disposisi

hari keija

Melakukan l^ersetujuan Draft Naskah lain
atau Draft Surat Penolakan

Draft Naskah

Izin atau Draft

Surat

Penolakan

Berprotap

13 ▼

Draft Naskah Izin atau

Drafll Surat j^enolakan
1 jam

Draft Naskali Izin atau

Draft Surat l^enolakan

Berpnitap

Naskah Izin

atau Surat

Penolakan

Validasi Akhir Naskah Udn atau Surat

Penolakan

14

2 had keija

Pemohon Menerlma Naskah Izin atau Surat

Penolakan

Pemohon

menerima

naskah izin

atau surat

penolakan

15

Naskah Izin atau Surat

Penolakan
10 Menit

*Jlka Berka.1 Permohonan dlkembaUkan kepada pemohon dlkarenakantldak memenubikelengkapaiiperayiuatanmaka;

1. Pemohon diarahkan untak melengkapi dokumen pen^yaratan

2. Jangka waktu pclayanan dilientil<an sementaj-a hingga berkas lengkap dan diterima kembali

3. Proses admjnistrasi akan dilanjutkan setelah kelengkapaii dokumen persyeiratan dipcnuhi



STAND.\R OPIiRASI PROSEDUR PELAYAN;\N PERSETUJUAN PliNOANOKATAN ANAK

PELAKSANA KETERANGANMUTU BAKU

KEOIATAN Ketua Tim

Kerla

TU Staf Back

Office

No.
Dinas Soslal VeilflkatorFront Office Kepala Dinas Kelengkapan Waktu OutputPemohon

Sekretariat

Persiapan Dokumen (mempersiapkan dokixmen
syarat-syarat yang diperlukan)

1 Bcrkas

Pennohonan

dan

Persyaratan

Dokumen kelengkapan

persyaratan

I
10 Menit

Pendaitaran Online Perlsinan Sistem Online

Kalimantan Utara (PESONA) (Daft u* akun
PESONA melalui laniaii

https://pesona.kaltaraprov.go.id)

Peni^sian Data Perusataaan dan Data Teknis

2

Meiniliki Akun

Pesona
Komputer dan Internet 10 Menit

3 Data

Perusahaan

dan Data

Teknis

Lengkap

Komputer/HP dan
Internet

30 Menit

E
Upload Dokumen Berkas Persyaratan Izin4 Berkas

administrasi

permohonan
terupload

Komputer/HP dan
InteiTK^t

15 Menit

7Verlflkasl Awal Kelengkapan Dokamen
Administrasi Permohonan (dilakukan oleh

petugas fkon' office), jika ya ditemskan ke back
office dan jika tidak dikembalikan ke pemohon
(perbaikan / clitolak)

5

♦
Notifikasi

proses

permohonan

perizinan

tidak
Komputer/HP dan

Internet
15 Menit

TMenerima Peridnan (staf back office

melakukan entrv’ data permohonan

pertimbangan teknis)

6 Draft Surat

Permohonan

permintaan
Pertimbangan

Teknis

Komputer 30 Menit

Melakukan Verlfikasi Akhir Draft Surat

Permohonan Permintaan Pertimbangan

Teknis

7 Draft Surat

permohonan

permintaan

pertimbangan
teknis

Komputer 15 Menit

Melakukan Persetujuan Draft Surat
PermohonanPermintaanPertimbangan
Teknis

8 Surat

pennohonan
permintaan

pertimbangan
teknis

I

Komputer 15 Menit

Verlflkasl OPD Teknis (akan diterbitkan

pwrtimbangan teknis dan diserahkan ke bagian
umum sekretariat DPMPTSP untuk disposisi)

9

Surat perrac honan

pemiintiian

pertimbangan teknis

Verifikasi dan

Pertimbangan
Teknis

12 hari keija

Menerima Pertimbangan Teknis darl OPD dan
Diserahkan pada Kepala Dinas untuk
Disposisi

10 Surat

Pertimbangan
Teknis dan

I>erabar

Disposisi

Surat Pertimbangan
Teknis

15 Menit



i
Melakukan DlsposUl ^rmt Pertimbangan
TeknU UDtuk Diaerahkan ke Staf Back Ofllce

11 Surat

Pertimbangan
Teknis dan

Lcmbar

Disposisi

Surat Pertimbangan
Teknis dan Lembar

Disposisi

1 hari kf rja

Menerima Lembar XMapoalsl dan Surat

Pertimbangfin Teknis untuk Diproses (draft
naskali izin/dralt surat penolakan)

12 ♦ Draft Naskah

Izin atau Draft

Surat

Penolakan

Surat Pertimbangan
Teknis dan Lembar

Disposisi

1 hari k« rja

Melakukan Persetujuan Draft Naskah Idn
atau Draft Surat Penolakan

13 Draft Naskah

Izin atau Draft

Surat

Penolakan

Berprotap

Draft Naskah Izin atau

Draft Surat Penolakan
1 jam

Validasl Akhir Naskah lain atau Surat

Penolakan

14 Draft Naskfdi Izin atau

Draft Surat Penolakan

Berpiotap

Naskah Izin

atau Surat

Penolakan

2 liari kf ija

Pemobon Menerima Naskah Iain atau Surat

Penolakan

15 Pemohon

menerima

naskah izin

atau surat

penolakan

Naslmli Izin atau Surat

Penolakan
10 Menit

*Jlka Berka:} Permohonan dikemballkan kepada pemohon dikarenakan tldak memenuhi keleagkapan pers^^aratan maka:

1. Pemohon diarahkaii untuk melengkapi dokumen pert.yaratan

2. Jangka wftktu pelayanan dihentikan semenlaia hingg.a berkes lengkap dan diterima kembali

3. Proses administrasi akan dilanjutkan setelah kelengkapan dokumen persyeratan dii^enuhi



STANDAR OPISRASI PROSEDUR PELAYAMAN REKOMENDASI TEKNI8 TANDA PEND^Ui^ARiUT LKS

PELAKSAKA HUTU BAKU KETERANQAN

KEGIATAN Staf Back

Office

No. TU Ketua Tim
Dinas Sosial VeiiflkatorPeniohon Front Office Kepala Dinas Kelengkapan Waktu OutputSckretariat

Dokumen (mempersiapkan dokumen

syarat-syarat yang diperlukan)

1 »II Berkas

Permohonan

dan

Persyaratan

Dokumen kelengkapan
persyaratan

10 Menit

i
F»nd«ftiirui Onllae Perldniui Slstem Online

Kelimanten Utara (PESONA) (Dallar akun
PESONA melalui laman

https: / /pesona. kaltaraprov.go. id)

Fensislan Data Peruaahaan dan Data Teknla

2

Memiliki Akun

Pesona
Komputer dan Internet 10 Menit

ii
3 Data

Perusahaan

dan Data

Teknis

Lengkap

Komputer/HP dan
Internet

30 Menit

■IP
Upload Dokumen Berkas Persyaratan lain4

Berkas

adniinistrasi

permohonan

terupload

Komputer/HP dan
Inlemt^t

15 Menit

Ya

Verlflkasi Awal Kelengkapan Dokumen
Admlnistrasi Permohonan (dilakukan oleh

petugas fronT office), jika ya diteruskan ke back
oCBce dan jika tidak dikembalikan ke pemohon
(perbaikan / c 1 itolak)

5

Notifikasi

proses

permohonan

perizinan

tidak

Komputer/HP dan
Internet

15 Menit

Menerlma Perisinan (staf back office

melakukan entrv' data jjermohonan

pertimbangan teknis)

I6 Draft Surat

Permohonan

permintaan

Pertimbangan
Teknis

Kompuier 30 Menit

Melakukan Verlflkasi Akblr Draft Surat

Permohonan Permintaan Pertimbangan
Teknis

7 Draft Sumt

permohonan

permintaan

pertimbangan
teknis

Komputer 15 Menit

Melakukan Peraetujuan Draft Surat
PermohonanPermintaanPertimbangan
Teknis

S t Surat

permohonan

permintaan

pertimbangan
teknis

Kompuier 15 Menit

Verlffkasi OPD Teknis (akan diter))itkan

pertimbangaci teknis dan diserahkan ke bagian
umum sekretariat DPMPTSP untuk disposisi)

9

Surat permcihonan

permintfian

pertimbangan teknis

Verifikasi dan

Pertimbangan
Teknis

4 hari keija

Menerlma Pertimbangan Teknis clarl OPD dan

Diserahkan pada Kepala Dinas uctuk
Disposisi

10 Surat

Pertimbangan
Teknis dan

Lembar

Disposisi

Surat Pertimbangan
Teknis

15 Menit



Melakukan Disposial Surat Pertlmbangan
Teknis untuk Diserahkan ke Staf Back Ofnce

11 Surat

Pertimbangan
Teknis dan

lumbar

Disposisi

Suiat Pertimbangan
Teknis dan Lembar

Disposisi

1 hari ke rja

Menerlma Lembar Dlspoalsl dan Surat

Pertimbangan Teknis untuk Diproses (draft
naskah izin/draft surat penolakan)

i12 Draft Naskah

Izin atau Draft

Surat

Penoiakan

Surat Pertimbangan
Teknis dan Lembar

Disposisi

hari ke ija

Melakukan Persetujuan Draft Naskah Iain
atau Draft Surat Penolakan

13 Draft Naskah

Izin atau Draft

Surat

Penolakan

Berprotap

?

Draft Naskah Izin atau

Draft Surat Penolakan
1 jam

Validasi Akhir Naskah ladn atau Surat

Penolakan

14 Draft Naskfdi Izin atau

Draft Surat Penolakan

Bert)ix)tap

Naskah Izin

atau Surat

Penolakan

t

2 hari kf ija

Pemohon Menerlma Naskah lain atau Surat

Penolakan

15 Pemohon

menerima

naskah izin

atau surat

p)enolakan

Naslcah Izin atau Surat

Penolakan
10 Menit

Mika Berka:i Permohonan dikemballkan kepada pemohon dikarenakan tidak memenuhl keleagkapan pers3rarataii maka:

1. Pemohon diarahkan untuk melengkapi dokunien penyarataji

2. Jangka w£iktu pelayanan dihenti]<an sementaia hingg;a berktis lengkap dan diterima keral^ali

3. Proses adiiiinistrasi akan dilanjutkan setelah kelengkapan dokumen persyaratan dipenuhi



STANDAR 0PI:RASI PROSEDXTR PELAYANAN

REKOMKNDASI PENEl'APAW 'OTLAYAH USAEIA PErnfEDIAAN TENAGA LISTRIK DI KALIBIANI'AN UTARA

KETERARGANMUTU BAKUPELAK8AHA

Ketua Tim

Keria

Staf Back

OffHce

KEGIATAN TUNo. Verlflkator Kepcda Dinas Kelengkapan Waktu OutputDEBDHFront OfficePemohon
Sckretariat

Persiapan Dnkumen (nirmpcisiapkan dokiimm
syarat-syarat yang dipcrlukan)

Berkas

Permohonan

dan

Persyaratan

1

Dokumen kekngkapan
persyaratan

10 Menit

Pendaftaran Online Perizinan Slstem Online

Kalimantan Utara (PESONA) (Daftir akun
PESONA melalui laiuan

https: / / pesona.kaltaraprov.go.id)

Pengisian Data Perusahaan dan Data Teknls

2

Memlliki Akun

PesonaKomputer dan Internet 10 Menit

a
Data

Perusahaan

dan Data

Teknis

Lengkap

3

Komputer/HP dan
Internet

30 Menit

Upload Dokumen Berkas Persyaratan Isin4
Berkas

administrasi

permohonan

terupioad11^
Komputer/HP dan

Internet
15 Menit

Ya

Veriflkasi Awal Kelengkapan Dokumen
Administrasi Permohonan (dilakukan oleh

petugas front office), jika ya diteruskan ke back
office dan jika tidak dikembalikan ke pemohon
(perbaikan/clitolak)

5
Notillkasi

proses

pennolionan
perizinan

tidak
Komputer/HP dan

Internet
15 Menit

a
Menerima Perizinan (staf back office

melakukan entr\' data permohonan

pertimbanga n teknis)

Draft Surat

Permohonan

permintaan
Pertimbangan

Teknis

6

Komputer 30 Menit

HeUkukan Veriflkasi Akhlr Draft: Surat

Permohonan Permintaan Pertimbangan

Teknis

Draft Surat

peimohonan
p>ennintaan

pertimbangan
teknis

7

Komputer 15 Menit

Melakukan Persetujuan Draft Surat
Permohonan Permintaan Pertimbangan

Teknis

Surat

permohonan

permintaan

p>ertimbangan
teknis

8

15 MenitKomputer

Veriflkasi OPD Teknis (akan diterbitkan

pertimbangan teknis dan diserahkan ke bagian
umum sekretariat DPMPTSP untuk disposisi)

9
Veriflkasi dan

Pertimbangan
Teknis

Surat pennehonan

perminUian

ixiitimbangan teknis

10 hari keija

Menerima Pertimbangan Teknis darl OPD dan

Diserahkan pada Kepala Dinas uotuk
Disposisi

Surat

Pertimbangan
Teknis dan

Lembar

Disposisi

10

Surat Pertimbangan
Teknis

15 Menit



llelakukan IMsposlsl Surat Pertisibangan
TeknU untuk Diserahkan ke Staf Back Ofllce

11 Surat

Pertimbangan
Teknis dan

Lcmbar

Disposisi

Surat Pertimbangan
Teknis dan Lembar

Disposisi

1 hari kfija

Menerima Lembar Dlspoaiai dan Shirat

Pertimbangan Teknis untuk Dlproses (drait
naskah izin/draft surat penolakan)

Draft Naskah

Izin atau Draft

Surat

Penolakan

12
Surat Pertimbangan
Teknis dan Lembar

Disposisi

1 hari kerja

XMi^uirnkttn Persotujuan Draft Naskah Izin
atau Draft Surat Penolakan

Draft Naskah

Izin atau Draft

Surat

Penolakan

Berprotap

13

Draft Nasknh Izin atau

Draft Surat Penolakan
1 jam

ii
VaUdasi Aklilr Naskah Izin atau Surat

Penolakan

Drait NaskrJi Izin atau

Draft Surat Penolakan

Berpiotap

Naskah Izin

atau Surat

Penolakan

14

2 liari kf ija

Pemohon Menerima Naskah Izin atau Surat

Penolakan

Pemohon

menerima

naskah izin

atau surat

penolakan

15

Naslcaii Izin atau Surat

Penolakan
10 Menit

Mika Berkan Permohonan dlkembalikan kepada pemohon dikarenakantidak memenuhl keleagkapan persyaratan maka:

1, Pemohon diarahkan untuk melengkapi dokunien persyaratan

2. Jangka wftktu pelayanan dihentikan sementaia hingga berkas lengkap dan diterima kembali

3. Proses administrasi akan dilanjutkan setelah kelengkapan dokumeii persyaratan dipenuhi



3TANDAR OPBRASI I'ROSEDUR PELAYAN.MV

PERSETt7JU.\N WILAYAH I2IN USAHA PERTAM3ANGAH

KETERANGANPELAR8ANA MUTU BAKU

Ketua Tim

KerU

Staf Back

Office

KEGIATAN TUNo. VeilflkatorDESDM Kepala Dinas Kelengkapan Waktu OutputFront OfficePemohon
Sekretariat

Persiapan Dokumen (mempersiapkan dokiimen
syarat-syarat yang diperlukan)

Berkas

Permohonan

1

Dokumen kelciigkapan
persyaratan

I
10 Menit

dan

Persyaratan

Pendaftaran Online Perlzinan Sistem Online

Kalimantan Utara (PESONA) (Daftar akun
PESONA melalui lanxan

https: / / pesona. kaltaraprov. go. id)

Pengisian Data Peruaahaan dan Data Teknls

2

Meiniliki Akun

Pesona
Komputer dan Internet 10 Menit

3 Data

Perusahaan

dan Data

Teknis

Lengkap

Komputer/HP dan
Intem«it

30 Menit

Upload Dokumen Berkas Persyaratan Isln4
Berkas

adrainistrasi

permohonan

terupload

Komputer/HP dan
Internet

15 Menit

Ya

Verlffkasi Aaral Kelengkapan Dokumen
Admlntstrasi Permohonan (dilakukan oleh

petugas front: office), jika ya diteniskan ke back
office dan jika tidak dikembalikan ke pemohon
(perbaikaii / c i i tolak)

8
Notifikasi

proses

penuohonan

perizinem

tidak
Komputer/HP dan

Internet
15 Menit

TMenertma Perislnan (staf back office

melakukan entry data permohonan

pertimbangan teknis)

6 Draft Surat

Permohonan

permintaan

Pertimbangan
Teknis

Kompuier 30 Menit

Melakukan Veriflkasl Akhir Draft Surat

Permohonan Permintaan Pertimbangan

Teknis

7 Draft Surat

permohonan

permintaan

pertimbangan
teknis

t

Komputer 15 Menit

Melsikukan I^ersetujuan Draft Surat
PermohonanPermintaanPertimbangan
Teknis

8 Surat

permohonan

permintaan

pertimbangan
teknis

Komputer 15 Menit

Verlflkasi OPD Teknis (akan diterbitkan

pertimbangan teknis dan diserahkan ke bagian
umum

9
Surat permohonan

permintaan

pertimbangan teknis

Verifikasi dan

Pertimbangan
Teknis

11 hari keijasekretarial DPMFTSP untuk disposisi)

Menerima Pertimbangan Teknis dari OPD dan
Diserahkan pada Kepala Dinas uctuk
Disposisi

10 Surat

Pertimbangan
Teknis dan

lembar

Disposisi

Surat Pertimbangan
Teknis

15 Menit



MeUkukan msposlsi Surat Pertioibangan
TeknU untuk Diserahkan ke Staf Back Office

11 Surat

Pertimbangan
Teknis dan

Lembar

Disposisi

Surat Pertimbangan
Teknis dan Lembar

Disposisi

1 hari kf ija

Menerima Lambar IMapoalai dan Surat

Pertimbangan Teknla untuk Diproaea (draft
naskah izin/draft surat penolakan)

12 t Draft Naskah

Izin atau Draft

Surat

Penolakan

Surat Pertimbangan
Teknis dan Lembar

Disposisi

1 hari keija

Melakukan Peraetujuan Draft Naskah lain
atau Draft Surat Penolakan

13 Draft Naskah

Izin atau Draft

Surat

Penolakan

Berprotap

Draft Naskah Izin atau

Draft Surat Penolakan
1 jam

tValldasi Aklilr Naskah lain atau Surat

Penolakan

Draft Naskah Izin atau

Draft Surat Penolakan

Berprotap

Naskah Izin

atau Surat

Penolakan

14

2 hari kf ija

Pemohon Monerlma Naskah lain atau Surat

Penolakan

15 Pemohon

menerima

naskah izin

atau surat

penolakan

Naslrali Izin atau Surat

Penolakan
10 Menit

*Jlka Berkan Permohonan dikemtiaUkan kepada pemohon dlkarenakantldak memenuhlkeleagkapanpersyaratanmaka;

1. Pemohon iliarahkan untuk melengkapi dokumen perf yaratau

2. Jangka wtJttu pelayaiian dihentikan sementaia hingg,a berkas lengkap dan diterima kembali

3. Proses adiainistrasi akan dilanjutkan setelah kelengkapan d rkumeii persyaratan dipenuhi



STANDAR OPERASI PROSEDIR PELATANAN

SURAT REKOMENDASI PISNELITIAN

PELAK8ANA MUTU BAKU KETERANGAN

KEOIATANNo. TO Staf Back

Offlce

Ketna Tim

Karla
Keabancpol VarlfBcator Kepala Dinar KelengkapanPemohon Front Office Waktu Output Dokumen PersyaratanSakfcUrtot

Dokumen

ke)eng<apan

persys ratan

10 Menit Berkas

Permohonan

dan

Persya ratan

Surat pennohonan bermaterai RP.

10.000 ya ?g ditujukan kepada Kepala
Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Prov. Kalimantan
Utara

(mempersiapkan clbkuiiKmPcrsiapui Di

syarat-syarat >ang diperlukan)

1

CD

Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB)

Surat peniyataan untuk menaati dan

tidak melanggar ketentuan peraturan
perundang-undangan

Surat peniyataan bermaterai meng^nai
kebenarari data dan infbrmasi

Proposal penelitian dalam bahasa

Indonesia yang memuat:

a. latar bel&kang,

b. maksud dan tujuan.
c. ruang lingkup,

d, jangka waktu pcnclitian,

e. nama pineliti,

f. sasaran,■'target penelitian,

g. metode penelitian,

h. lokasi penelitian, dan

i. hasil yang diharapkan dari penelitian;

Identitas jicneliti ; untuk pencliti

perseorangan meliputi fotokopi karxi
tanda penduduk dan pasfoto

berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam)
sebanyak 3 (tiga) lembar



Idcntitas p«neliti: untuk Pencliti

keiompok, badan usaha, atau orgaiiisasi
kemasyarnkatan meliputi:

a. peneliti keiompok yaitu fotokopi <artu
tanda penduduk dan pasfoto berwarna

ukuran 4x6 (empat kali enam) sebanyak

3 (tiga) leribar bagi kctua tim;

b. badan usaha yaitu: 1) fotokopi Icirtu
tanda penduduk ketua tim; 2) pasfoto

berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam)
sebanyak 3 (tiga) lembar kctua tim; dan

3] fotokopi surat pcngesahan sebagai
badan hukum usaha.

c. organisaai kemasyarakatan tidak

berbadan hukum yaitu: 1) fotokopi

kartu tandh penduduk kctua tim; 2)

pasfoto berwarna ukuran 4x6 (empat

kali enam) sebanyak 3 (tiga) lembai
ketua tim; dan 3) fotokopi surat
keteranga i terdaftar.

d. organisasi kemasyarakatan berbadan

hukum yaitu: 1) fotokojpa kartu tanda
penduduk kctua tim; 2} pasfoto
berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam)

sebanyak 3 (tiga) lembar ketua tim; dan
3) fotokopi surat pcngesahan badan
hukum organisasi kemasyarakatan.

Q

P«a4sfUr«B Otaliae Perlsittui SiaUm Onllaa

Kalteaataa U^ais (PE80NA) (Daftar akun
PESONA melalil laman

https: / / pcsonf .kaltaraprov, go. id)

2 Berkas

Permohonan

den

Persyaratan

Memiliki Akun

Pesona
10 Menit

1rsagtalan DaU ranmhmma dan Data 'Mate3 Data

Perusahaan

dan Data

Teknis

Lengkap

Memiliki Akun

Pesona
30 Menit

I
IsiaPararUpload Doku]4

Berkas

administrasi

permohonan

terupload

Data

Perusithaan

dan Data

Teknis Lengkap

15 Menit

Y»

Verlflkasl Awsl Kelongkapaa Doknmea
Admintetrasl Permohonan (dilakukan oleh

petugas front office), jika ya ditcruskan ke back
office dan jika adak dikembalikan ke pemohon
(perbaikan/ditolak)

5

o
Berltas

administrasi

pcrmolionan

terupload

Notifikasi

proses

permohonan

perizinan

tMsk

15 Menit

llenerima Perteinan (staf back office

mclakukan entry data permohonan
pertimbangan teknis)

6 Draft Surat

Permohonan

permintaan
l^rtinAiangan

Teknis

Notifikasi

proses

permohonan

perizinan

30 Menit



M«Ukiikan Teriflkasl Akhlr Draft Sorut

Permohoiuio I*ormlntaan Pertimbangimi
Teknia

7 Draft Surat

Permohonan

pcrmintaan

Pertimliangan
Teknis

Draft Surat

permohonan

fjermintaan

{Tcrtimbangan
teknis

Jl

15 Menit

IMelaknkan Peraetujnaii Draft Surat
Permohonan I'ermintaan

Teknis

8 Draft Surat

permohonan

pcrmintaan

pertimtangan
teknis

Surat

permohonan

pcrmintaan

I)ertimbangan
teknis

ibangan

15 Menit

Vertflkail OPI>Tdusls (akan diterbitkan
pertimbangan teknis dan diserahkan kc bagian
umum sekreta iat DPMPTSP untuk disposisi)

9 Sumt

permohonan

pcrmintaan

pertimtangan
teknis

Verifikasi dan

l^rtimbangan
Teknis

2 hari kerja

Menerima Pertimbangan Tdtnis dari OPD dan
Diserahkan psda Kepala Dinas untuk

Disposisl

10 Surat

I^rtimbangan
Teknis dan

Lembar

Disposisi

S , VerifikE si dan

B;rtimtangan
Teknis

15 Menit

Melakukan Disposisi Surat Pertimbangan
Teknis untuk Diserahkan ke Staf Bach Office

11 Surat

Pertimliangan
Teknis dan

Lembar

Disp)sisi

Surat

l^rtimbangan
Teknis dan

Lembar

Disposisi

X.

1 hari kerja

Menerima Lembar Disposisi dan Surat

Pertimbangan Teknis untuk Diproses (draft
naskah izin/draft surat penolakan)

12 Sumt

Pertimliangan
TekniiJ dan

Lembar

Disposisi

Draft Naskah

Izin atau Draft

Surat

Penolakan

1 hari kerja

Melakukan Persetujuan Draft Naskah lain
atau Draft Surat Penolaki

13 Draft Naskah

Izin atau Draft

Surat

Penolakan

Berprotap

Draft Naskah

Izin ata j Draft

Suiat

PenoLikan

1 jam

iVaUdasi Akhlr Naakak lain ateu Surat

Penolakan

14 Draft Naskah

Izin atai Draft

Sumt

Penolakan

Berprotap

Naskah Izin

atau Surat

Penolakan

2 hari kerja

Pemohon Menerima Naskah Izin atau Surat

Penolakan

15 Pemohon

menerima

naskah izin

atau surat

penolakan

Naskah Izin

atau Surat

Penolakan
czz> 10 Menit

TOTAL 7harikeija

Salinan Sesu^ii dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Pcovinsi Kalimantan Uiara

Pit. Kepala Biro Hukum

* Jika Berkas Permohonsn dlkembslil»n kepsda pemohon dDksrenakan tidsk memeiuibi kelengkspan GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

persyaratan mska:

1. Pemohon dUirahkan untuk melengkaiji dokumen persyaratan

2. Jangka wakxj peiayanan dihentikan rementara hingga berkas lengkapdan diterima keinbali

3. Proses administrasi akan dilanjutkan setelah kelcngkapan dokumen persyaratan dipen jhi /
ttd

RADIAH BT YOLOHIO, S.H.,M.AP
NIP. 19731002 200604 2 012 ZAINAL ARIFIN PALIWANG


